BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,
Menimbang : a. bahwa
beberapaketentuandalamPeraturanBupatiNomorO1Tahun
2018 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah TahunAnggaran 2018
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiNomor09Tah
un 2018

tentangPerubahanatasPeraturanBupatiNomorO1Tahun 2018
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja  Daerah
TahunAnggaran 2018 sudahtidaksesuaidenganketentuan
yang berlaku, sehinggaperludilakukanperubahan;

b. bahwaberdasarkanketentuanPasal4ayat (3¢) Peraturan
PresidenNomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus

FisiksebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan

PresidenNomor S Tahun 2018tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, bahwa dalam hal
penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran
berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk
operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran
DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara
menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan
penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pada angka V.22 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, program dan kegiatan
yang dibiayai yang sudah jelas peruntukannya dapat
dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah;

d. bahwaberdasarkanketentuanPasall4 ayat (a) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.07/2017tentangPenggunaan, Pemantauan,
danEvaluasi Dana BagiHasilSumberDayaAlamKehutanan
Dana Reboisasi, bahwadaerahprovinsi/kabupaten/kota yang

telahmenetapkankegiatanpenggunaan DBH DR
sebelumPeraturanMenteriiniberlaku,

melakukanpenyesuaiankegiatanpenggunaan DBH DR
berdasarkanPeraturanMenteriinidenganmenetapkanperaturan
kepaladaerahmengenaiperubahanpenjabaran APBD
ataumelalui APRN

Perubahantahunanggaranberjalansesuaidengan]



Mengingat

undang-undangan;

bahwaberdasarkansuratusulandaribeberapaperangkatdaerah
perihalpergeserananggaranantarobjekdanrincianobjeksertaber
dasarkanketentuanPasal 160 ayat (2) danayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
makatelahditetapkanKeputusanSekretaris Daerah
KabupatenKaroNomor 900/04/Kep-TAPD/2018
tentangPersetujuanatasPergeseranAnggaranAntarObjekBelanj
aDalamJenisBelanjaBerkenaan di
LingkunganPemerintahKabupatenKaroTahunAnggaran 2018
danKeputusanPejabatPengelolaKeuangan Daerah
KabupatenKaroNomor 900/18/BPKPAD/SK/2018
tentangPersetujuanatasPergeseranAnggaranAntarRincianObje
kBelanjaDalamJenisBelanjaBerkenaan di
LingkunganPemerintahKabupatenKaroTahunAnggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b,huruf c¢, danhuruf d, perlu
menetapkan
PeraturanBupatitentangPerubahanKeduaatasParaturanBupati
Nomor 01 Tahun 2018
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja  Daerah
TahunAnggaran 2018;

Undang-UndangDrt Nomor 7 Tahun 19536 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaatas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5740)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6176);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016Nomor364) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018Nomorl1);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
AnggaranPendapatandanBelanjaNegara Tahun  Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah Tahun 2018
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 825);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017
tentangPenggunaan, Pemantauan, danEvaluasi  Dana
BagiHasilSumberDayaAlamKehutanan Dana Reboisasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1967);



Menetapkan
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18.
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Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Nomor 01);

Peraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 2015tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015
Nomor 37);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan BupatiKaro Nomor 36 Tahun
2017tentangKriteriadan Tata Cara
PemberianTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipilBer
dasarkanPrestasiKerja di
LingkunganPemerintahKabupatenKaro (Berita Daerah
KabupatenKaroTahun 2017
Nomor36)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan
BupatiKaro Nomor 16 Tahun
2018tentangPerubahanatasKriteriadan Tata Cara
PemberianTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipilBer
dasarkanPrestasiKerja di
LingkunganPemerintahKabupatenKaro (Berita Daerah

KabupatenKaroTahun 2018 Nomor16);

Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
KabupatenKaroTahun 2018Nomor
O1)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Bupati Nomor
09 Tahun 2018tentang PerubahanatasPenjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah KabupatenKaroTahun
2018Nomor 09);

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018tentang Tata Cara
PembagiandanPenetapanRincian Dana
DesaSetiapDesaKabupatenKaroTahunAnggaran 2018 (Berita
Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUNANGGARAN 2018.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01Tahun 2018tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018(Berita Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 01)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiNomor 09 Tahun 2018
tentangPerubahanatasPeraturan @ Bupati Nomor 01Tahun  2018tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018(Berita Daerah KabupatenKaroTahun 2018 Nomor 09) diubah sebagai
berikut:

1. KetentuanPasal 1 diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasall

1). Pendapatan
a. PendapatanAsli Daerah Rp. 147.750.976.065,00

b. Dana Perimbangan Rp. 966,272,378,964.00
c. Dana lain-lain Rp. 200.285.884.325,00
pendapatandaerah yang
sah
JumlahPendapatan Rp. 1,314,309,239,354.00
2). Belanja
a. BelanjaTidakLangsung
1) BelanjaPegawai Rp. 628.405.481.019,00
2) Belanja Hibah Rp. 28.748.400.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 100.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa Rp. 5.143.899.991,00

5) Belanja Bantuan
Keuangan kepada

Provinsi/

Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 249.801.592.426,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00

Rp. 912.699.373.436,00
b. BelanjaLangsung

1) Belanjapegawai Rp. 69.257.639.138,50
2)Belanjabarangdanjasa Rp. 288.382.069.568,50
3)Belanja modal Rp. 135.980.446.313,00
Rp. 493.620.155.020,00
JumlahBelanja Rp. 1.406.319.528.456,00
Surplus/ (defisit) Rp. (92.010.289.102,00)
3). Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 92.010.289.102,00
b. Pengeluaran Rp. -
JumlahPembiayaan Rp. 92.010.289.102,00
SiLPAtahunberkenan Rp. 92.010.289.102,00
2. KetentuanLampiran I
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran I yang

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.



3. KetentuanLampiran II
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran I yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

4. KetentuanLampiran III
diubahsehinggaberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiran 111
yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR



